
 
 
 

 
WALI KOTA PALU 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

 

PERATURAN WALI KOTA PALU 

NOMOR  10  TAHUN 2021 

TENTANG  

PENGHAPUSAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN PESERTA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH 

SISTEMATIS LENGKAP 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALI KOTA PALU, 

 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka intensifikasi dan 

eksentifikasi Pajak Daerah, Pemerintah Daerah 

dapat memberikan insentif kepada masyarakat 

berupa penghapusan pembayaran Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

  

 

  b. bahwa penghapusan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan dikhususkan bagi 

peserta kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap sertifikasi untuk warga penghuni 

Hunian Tetap korban bencana alam Kota Palu 

agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi 

masyarakat yang membutuhkan kemudahan 

dalam legalitas administrasi kepemilikan tanah 

tempat rumah tinggal;  

  

 

SALINAN 



  c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Wali Kota diberikan 

kewenangan untuk memberikan penghapusan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;     

 

 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 

b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Penghapusan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan Peserta 

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap;  

 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang   

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3555); 

 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5046); 

 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 



Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

 

 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5601);  

 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

 

 

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 

2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 



2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Palu Nomor 10); 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan  :   PERATURAN WALI KOTA TENTANG 

PENGHAPUSAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS 

TANAH DAN BANGUNAN PESERTA KEGIATAN 

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Pajak Daerah adalah konstribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

2. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya 

disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah 

dan/atau bangunan. 

3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta  laut wilayah daerah. 

4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 

pedalaman dan/atau laut. 

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi yang menurut ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan 

untuk   melakukan Pembayaran Pajak yang terutang, termasuk 

pemungutan atau pemotong Pajak tertentu. 

6. Subjek pajak adalah orang pribadi yang dapat dikenakan pajak. 

7. Penghapusan adalah tindakan untuk menghapus dan 

membebaskan subjek pajak dari pembayaran BPHTB.  



8. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya 

disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam 

satu wilayah kelurahan atau nama lainnya yang setingkat 

dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan 

kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau 

beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan 

pendaftarannya. 

9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom.    

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

11. Daerah adalah Kota Palu. 

12. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.  

 

 

BAB II 

PEMBERIAN PENGHAPUSAN BPHTB 

 
 

Pasal 2 

(1) Penghapusan BPHTB diberikan dalam rangkaian pemberian 

kemudahan bagi warga korban bencana alam di Daerah 

penghuni hunian tetap dan terdaftar sebagai peserta kegiatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sertifikasi kepemilikan 

tanah hunian tetap.   

(2) Penghapusan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan hanya sekali kepada setiap Wajib Pajak.  

 

 

Pasal 3 

Penghapusan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dilakukan melalui pelayanan pada Sistem Informasi PBB. 



 



 


